Hukum Acara Perdata:

Pengadilan Negeri yang telah memenksa/memurus permohon-
an tentang penentuan hak atas tanah tanpa ada suatu sengketa,
menjalankan yurisdiksi volunter yang tidak ada dasar hukumnya,
Permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

PUTUSAN
Reg. No. 1210 K/Pdt/1985.

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambﬂ
putusan sebagai berikut dalam perkara:

Enos Deda, dalam kedudukan sebagai Ondoafi Hedam Ayapo,
‘bertempat tinggal/berkedudukan di Kampung Ayapo, Desa
ltikawa, Kecamatan Sentani Jaya pura, Pemohon Kasasi dahulu
Terlawan Terbanding;

melawan;

Mezak K. Mebri, dalarn kedudukan sebagai Ondoafi Besar Kam-
pung Yoka Hebeibulu, bertempat tinggal/berkedudukan di
" Kampung Yoka, Kecamatan Sentani Jayapura, Termohon Ka-
sasi dahulu Pelawan Pembanding;:

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa seka-
rang Termohon Kasasi sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan
dimuka Pengadilan Negeri Jayapura terhadap Penetapan Pengadilan
Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983,
dalam penetapan mana Pemohon Kasasx/Terlawan sebagai pemohon,
pada pokoknya.atas dalil-dalil:

bahwa Terlawan dengan permohonannya tanggal 29 September
1984 No, 118/PN/Pdt.P/1983 dengan sengdja telah memberikan kete-
rangan yang tidak benar dan merugikan Pelawan, yang mana atas per-
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mohonan tersebut telah lahir Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura
tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983;

bahwa dalam permohonannya tersebut, Terlawan mendalilkan
bahwa hak waris Terlawan meliputi pula hak dan wilayah kekuasaan
ke-Ondofoloan Yoka Hebeibulu (Pelawan) terhadap tanah-tanah adat
yang adalah berbatasan dengan wilayah kekuasaan ke Ondofoloan
Hedam Ayapo (Terlawan); .

bahwa kelicikan Terlawan nampak bahwa untuk memperoleh
pernyataan/penetapan hukum Pengadilan Negeri Jayapura ierhadap
obyek warisan atas tanah adat ke Ondofoloannya, dimana telah dica-
plok pula hak dan wilayah kekuasaan Pelawan, Terlawan mengajukan-
nya dalam bentuk permohonan dan tidak dalam bentuk gugatan, se-
hingga Pelawan tidak mengetaliui dan tidak dapat mempertahankan
hak-haknya;

bahwa wilayah kekuasaan ke Ondofoloan Hedam Ayapo (Ter-
lawan) .tidak seluas seperti disebutkan dalam surit permohonannya
dan Penetapan Pengadilan Neperi Jayapura tanggal 5 Desember 1983
No. 118/PN/Pdt.P/1983 dan wilayah itu hanya berbatas tanah-tanah
adat dengan batas-batas:
Sebelah Utara: Perairan milik Ondoafi Besar Hedam Dasim Kreubeuw
dan perairan milik suku Kleublouw (Asei Kecil);
Sebelah Timur: perairan milik Pelawan;
Sebelah Selatan: perairan dan tanah adat milik suku Puay;
Sebelah Barat: pereiran dan tanah adat milik suku Puyoh Besar;

bahwa hak dan wilayah kekuasaan ke Ondofoloan Pelawan
meliputi tanah-tanah adat, dengan batas-batas:
Sebelah Utara: perairan milik suku Kleublouw (Asei Kecil), perairan
milik suku Waena dan tanah adat suku Waena dan tanah adat suku
Itaar/ Tobati;
Sebelah Timur: tanah adat suku ltaar dibagian Utara, Kalimati dekat
Kantor Camat Abepura berbatasan dengan tanah adat suku AwifNafri,
melintang ke arah Selatan pada titik pertemuan batas tanah antara
suku Nafr, suku Ayapo, suku Puay dan suku Yoka;
Sebelah Selatan: tanah adat suku Fiyobetau Puay membujur ke Barat
dengan tanah adat suku Ayapo dan berakhir pada titik periemuan
batas perairan milik suku Yoka, suku Puay dan suku Pulanda/Ayapo;
Sebelah Barat: dengan perairan milik suku Ayapo yang dimulai dar
titik pertemuan batas perairan suku Puay, suku Yoka dan suku Puland af
Ayapo melintang kearah Utara dan berakhir pada titik pertemuan batas
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perairan milik suku Ayapo, suku Yoka dan suku Kleublouw (Asei
Kecil) dan dari titik tersebut diperkirakan 70° kearah Timur Laut
yang berbatasan dengan perairan milik suku Kleublouw (Asei Kecil),
Perairan milik suku Waena, tanah adat suku Kambu/Waena dan berakhir
pada titik batas Utara bagian Barat di Gunung Weiyo dibelakang Taman
Makam Pahlawan Abepura;

bahwa hak dan wilayah kekuasaan Pelawan tersebut didukung
oleh bukti-bukti P.1 s/d P.10;

bahwa telah nyata, hak dan wilayah kekuasaan ke Ondofoloan
Yoka Hebeibulu dicaplok dan dimasukkan oleh Terlawan kedalam
wilayah kekuasaannya sebagaimana tersebut dalam diktum No. 2 Pe-
netapan Pengadilan Negeri Jayapura No. 118/PN/Pdt.P/1983, maka
sekedar menyangkut hak dan wilayah kekuasaan Pelawan, kiranya
Pengadilan Negeri Jayapura berkenan menyatakan bahwa wilayah dan
hak ke Ondofoloan Yoka Hebeibulu yang telah disebutkan tidak ter-
masuk didalam Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 De-
sember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pelawan menuntut
kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk menjatuhkan putusan yang
dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:
1. Menerima perlawanan Pelawan; .
2. Menyatakan, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar; *
3. Menyatakan, bahwa tanah-tanah adat, terletak di Ababeoura Sentani,
dengan batas-batas;
— Sebelah utara berbatasan dengan perairan milik suku Kleubouw
(Asei kecil), perairan milik suku Waena dan tanah adat suku Waena
dan tanah adat suku [taar/Tabati:
- sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Itaar, dibagian
kalimati dekat Kantor Camat Abepura berbatasan dengan tanah adat
suku Awi/Nafri melintang ke arah selatan pada titik pertemuan batas
tanah antara suku Nafri, suku Ayapo, suku Puay dan suku Yoka;
- scbelah selatan berbatasan dengan tanah adat suku Fyobetau Puay
membujur ke barat dengan tanah adat suku Aypo dan berakhir pada
titik pertemuan batas perairan milik suku Yoka, suku Puay dan suku
Pulanda/Ayapo;
— sebelah barat berbatasan dengan perairan milik suku Ayapo, yang
dimulai dari titik pertemuan batas perairan suku puay, suku Yoka
dan suku Pulanda/Ayapo, melintang ke arah utara dan berakhir pada
titik pertemuan batas perairan milik suku Ayapo, suku Yoka, dan suku
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Kleublouw (Asei Kecil) dan dari titik tersebut 70° ke arah timur jaut,

yang berbatasan dengan perairan milik suku Waena, tanah adat suku

Kambu/Waena dan berakhir pada titik batas utara bagian barat di gunung

Weiyo di belakang Taman makam Pahlawan Abepura; '
adalah hak dan wilayah kekuasaan ke Ondofoloan Yoka Hebei-

bulu (Pelawan); - &

4, Menyatakan, bahwa tanah-tanah adat hak dan wilayah kekuasaan

ke Ondofoloan Yoka Hebeibulu (Pelawan) tersebut diatas, di keluarkan

dan tidak termasuk dalam penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal

5 Desember 1983 Nomor 118/PN/Pdt.P/1983;

5. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu;

6. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara;

Atau putusan lain yang dipandang patut;

bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan menga-
jukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa dalam surat perlawannya No. 015/UTA-OND/YK/IV/1584
tanggal 2 April 1984 tertulis nama Enos Deda Ondofolo Hedam Ayapo
sebagai Terlawan dan nama Mesak K. Mebri Ondofolo. Besar Kampung
Y oka Hebeibulu sebagai Pelawan:

bahwa berdasarkan pada kenyataan hukum dalam sejarah asal usul
tidak terikat sama sekali adanya hubungan hukum dan ataupun per-
buatan hukum antara Ondofolo Hedam Ayapo dengan Ondofolo He-
beibulu; ,

bahwa oleh karena itu jelas Pelawan tidak tahu dan keliru men-
jadikan Terlawan sebagai Jawannya dalam perkara ini;

bahwa perlawanan Pelawan terbatas pada diktum No. 2, maka
dengan demikian perlawannya tidak jelas karena terlepas dari semua
isi Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983
No. 118/PN/Pdt.P/1983, yang mana diktum tersebut merupakan satu
kesatuan untuk baik obyek maupun subyeknya secara hukum yang
melahirkan penetapan tersebut; ’

bahwa Pelawar.. vukanlah Pelawan yang benar dan semua dalil-
dalilnya adalah irm.evant; ,

bahwa peniawanan Pelawan harus ditolak, karena Penetapan Pe-
ngadilan Negeri Jayapura No. 118/Pn/PdtP/1983 tertanggal 5 De-
sember 1983 sudah ne bis in idem:

bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilun Negeri Jayapura
telalh mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Oktober 1984
No. 2/Pdt/Plw/1984/PN.Jpr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
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1. Menyatakan menurut hukum, bahwa perlawanan Pelawan adalah ber-
alasan hukum;

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang
benar; )
3. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagaian;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa terletak di Abe-
pura—Sentani yang batas-batasnya:

— Utara: perairan milik suku Kleublauw (Assei Kecil) perairan milik
suku Waena/tanah adat suku Waena dan tanah adat suku Itaar/Tobati;
— Timur: tanah adat suku Ytaar, dibagian sebelah utara kalimati dekat
Kantor Camat Abepura berbatasan dengan tanah adat suku Awi/Nafri
melintang kearah seldtan pada titik pertemuan batas antara suku NafTi,
suku Puay dan suku Yoka; }

— Selatan: tanah adat suku Fyobetau Puay membujur ke barat dengan
tanah adat suku Ayapo dan berakhir pada titik pertemuan batas per-
airan milik suku Yoka, suku Puay dan suku Pulanda/Avyapo;

— Barat: perairan milik suku Ayapo, yang dimulai dad titik pertemuan
batas perairan suku, Puay, suku Yoka dan suku Pulanda/Ayapo melin-
tang kearah Utara dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan
milik suku Ayapo, suku Yoka dan suku Kleublow {Assei Kecil), dan
dari titik tersebut 70° kearah timur laut, yang berbatasan dengan per-
siran milik suku Waena, tanah adat suku Kambu/Waena dan berakhir
pada titik batas Utara bagian Barat di Gunung Woijo dibelakang Taman
Makam Pahlawan Abepura, merupakan tanah adat yang menjadi hak
milik bersama antara Pelawan dan Terlawan;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada kedua fihak dalam jumlah/
bagian yang sama, yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 17.500,-
(tujuh belas ribu lima ratus rupizh):

6. Menolak perlawanan Pelawan untuk sclebjhnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan telah
diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura dengan putus-
annya tanggal 2 Januari 1985 No. 55/Pdt/1984/PT.Jpr., yang amamya
berbunyi sebagai berikut:

— Menerima permohonan banding dari Pelawan;

— Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Ok-
tober 1984 No. 22/Pdt/Plw/1984/PN-Jpr., dengan memperbaiki diktum
putusan tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan Pelawan;

2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar:
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3. Menyatakan bahwa tanah-tanah adat terletak di Abepura Sentani
dengan batas-batas:

Sebelah Utara :

Berbatasan dengan perairan milik suku Kleublow {Assei Kecil) pe
rairan milik suku Waena dan tanah adat suku Waena dan tanah adat suku
Itaar/ Tobati;

Sebelah Timur : N

Berbatasan dengan tanah adat suku ltaar, dibagian utara kalimati dekat
Kantor Camat Abepura berbatasan dengan tanah adat suku AwifNafti
melintang ke arah selatan pada titik pertemuan batas tanah anfara
suku Nafri. suku Ayapo. suku Puay dan suku Yoka;

Sebeiah Selatan : .

Berbatasan dengan tanah adat suku Fyobetau Puay membujur kebarat
dengan tanah adat suku Ayapo dan berakhir pada titik pertemuan batas
perairan milik suku Yoka, sukn Puay dan suku Pulanda/ayapo:

Sebelah Barat : ‘

Berbatasan dengan perairan milik suku Ayapo yang dimulai dar titik
pertemuan batas perairan suku Puay suku Yoka dan suku Pulanda/
Ayapo melintang ke arah utara dan berakhir/pada titik pertemuan
batas perairan milik suku Ayapo, suku Yoka dan suku Kieublow
(Assei Kecil) dan dari titik tersebut 70 derajat ke arah timur laut,
yang berbatasan dengan perairan milik suku Waena, tanah adat suku
Kambu/Waena dan berakhir pada titik batas Utara bagiun barat di
Gunung Woijo dibelakang Taman Makam Pahlawan Abepura adalah
milik Pelawan: ‘

4. Menyatakan bahwa tanah-tanah adat dan wilayah kekuasaan ke
Ondofoloan Yoka Halubulu (Pelawan) tersebut diatas, dikeluarkan
dan tidak termasuk dalam penetapan Pengadilan Negeri Jayapura
tanggal 5 Desember 1983 No. | 18/PN/Pdt.P/1983; .

5, Menghukum pihak Terlawan untuk membayar ongkos perkara baik
ditingkat peradilan pertama mapun tingkat Dbanding sebesar Rp.
2.025,~ (Dua ribu dua puluh lima rupiah):

— Menolak perlawanan selebihnya:

~ Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari putusan ini disertai
berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura,

bahwa sesudah putusan terakhir i diberitahukan kepada kedua
belah pihak pada tanggal 15 Januari 1985 kemudiuan terhadapnya oleh
Terlawan — Terbanding diajukan permolionan kasasi secara lisan pada
tanggal 7 Februari 1985 sebagaimana ternyata dari akte permohonun
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kasasi No. 22/Pdt/Plw/1984/PN-Jpr. yang dibuat oleh Panitera Peng-
adilan Negeri Jayapura, permohonan mana dengan disertai oleh memori *
kasasi yang memuat alasap-alasan yang diferima di Kepaniteraan Penga-
dilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

bahwa setelah itu oleh Pelawan — Pembanding yang pada tanggal
9 Februari 1985 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan
Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepani-
teraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Februari 1985;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan di-
putus pada waktu Undang-undang No. 14 tahun 1985 sudah berlaku,
namun oleh karena-pemberitahuan isi putusan dan permohonan kasasi
telah dilakukan sebelum Undang-Undang yang baru tersebut berlaku,
maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-
Undang yang lama (Undang-Undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut
formil dapat diterima;

Menimbang, .bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya terscbut pada pokoknya ialah:
I. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi halaman 4 menilai-aiat-
alat bukti secara sepihak dan tidak mau tahu adanya kenyataan yang
diakui umum, dan oleh Termoheon Kasasi sendiri bahkan ada dalam ke-
arsipan Pemecrintah, bahwa baik Pemohon Kasasi maupun Termohon
Kasasi merupakan satu kesatuan keluarga besar yang pemah mendiami
bersama-sama_padasatu kampung yaitu kampung Ayapo dibawah ke-

- weniangan Ondofolo Hedam Ayapo dan tepatnya tanggal 2 Januan
195¢, Termohon Kasasi bermukim di Yoka, dan hak yang ada pada Ter-
mohon Kasasi adalah hak mengolah dan menggarap, sedangkan hak
milik ada pada Pemohon Kasasi.

Karenanya jelas pertimbangan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan
hukum; ‘

2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan pasal 2 Undang-
Undang Darurat No. 11 tahun 1955 tentang pemeriksaan perkara di-
tingkat banding, karena setiap perkara ditingkat banding, harus dipe-
riksa oleh 3 orang hakim; :
3. Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil
yang dibuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau
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satu persatu segala pertimbangan dari Hakim tingkat pertama. (Putusan
Mahkamah Agung tanggal 6 April 1955 No. 4 — 5 halaman 40);

4. Bahwa dalam hal seorang minta banding dari suatu putusan Penga-
dilan negeri, maka Pengadilan Tinggi tidak berkuasa meninjau putusan
sela dari Pengadilan Negeri, yang menguntungkan si Pembanding.
(Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Nompember 1957 No. 5 — 6
halaman 43): : 6

5 Bahwa hakim Pangadilan Tinggi tidak memperhatikan Putusan
Lembaga Musyawarah Adat Sentani tanggal 10 Juni 1983 No. 14/
KEP-LMAS/1983 tentang proses penyelesaian sengketa tanah adat
Abepura dan sekitamya, padahal musyawarah ini didasari pada nota
dinas Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 24 Mei 1983:

6. Bahwa hakim Pengadilan Tinggi telah menyerahkan secara sembunyi
dan rahasia turunan putusan banding kepada Pelawan/Pembanding
sejak tanggal 2 Januari 1985 sebelum diturunkan dan diberitahukan
secara resmi oleh Pengadilan Negeri.

Pemberitahuan putusan banding secara resmi disampaikan oleh Peng-
adilan Negeri 15 Januari 1985, (lihat laporan Ondoafi Hedam Avapo
kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1985 dan

surat kamj tanggal 30 Januari 1985, pokok surat mohon perlindungan
hukum dan keadilan:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut
diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan sen-
diri, putusan Pengadilan Tingg lrian Jaya di Jayapura yang memper-
baiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura harus dibatalkan. dengan
pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa Pelawan/Termohon Kasasi mengajukan perlawanan terhadap
Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No.
118/PN/Pdt,P/1983, dimana Pengadilan Negeri telah memeriksa/me-
mutus permohonan tentang penentuan hak atas tanah tanpa ada suatu
sengketa yakni perkara Yurisdiksi volunter yang tidak ada dasar hukum-
nya, karena tidak ada ketentuan Undang-Undang yang memberikan
wewenang kepada Pengadilan untuk memeriksa permohonan seperti
itu, sehingga sejak semula permohonan Terlawan/Pemohon Nasasi/
Pemohon asal seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Peng-
adilan Negeri Jayapura;

2. bahwa menurut hukum acara terhadap suatu penetapan pengadiian
tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi seharusnya dengan gugatan,
namun karena Pelawan/Termohon Kasasi kurang faham hukum, maka
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perlawanan ini dapat dianggap sebagai suatu gugatan:

3. bahwa karcna Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5
Desember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983 tersebut yang dilawan oleh
Pelawan/Termohon Kasasi tidak ada dasar hukumnya, maka Penetapan
itu harus dinyatakan batal, demikian pula pemeriksaan Pengadilan
Negeri/Pengadilan Tinggi dalam perkara perlawanan ini harus dinya-
takan batai; _

4. bahwa sengketa tentang hak atas tanah dan batas-batas tanah antara
Pelawan/Termohon Kasasi dengan Terlawan/Pemohon Kasasi harus
diajukan dalam gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ter-
sebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk merigabulkan permo-
honan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Enos Deda, dalam
kedudukan sebagai Ondoafi Hedam Avapo tersebut dan untuk memba-
talkan putusan Pengadilan Tinggi lrian Jaya di Jayapura tanggal 2
Januari 1985 No. 55/Pdt/1984/PT.Jpr, yang memperbaiki putusan
Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29.Oktober 1984 No. 22/Pdt/
Plw/1984/PN.Jpr.. sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri
perkara, ini dengan amar seperti yang akan di sebutkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Termohon KasasifPclawan sebagai pihak
vang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh
dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam
tingkat kasasi; i

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun
1970, Undang-Undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-Undang No 14
tahun 1985 yang bersangkutan:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Permnohon Kasast:
Enos Deda dalam kedudukan sebagaj Ondoafi Hedam Ayapo tersebut;
Membatalkan: Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura
tanggal 2 Januari 1985 No. 55/Pdt/1984/PT.)pr. yang memperbaiki
putusan Pengadilan Negeri Jayapura taggal 29 Oktober 1984 No. 22
Pdt/Plw/1984/PN.Jpr.
Dan Mengadili Sendiri:
— Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar:
— Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal
5 Descmber 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983; '
— Menyatakan bahwa Pengadilan. Negeri Jayapura tidak berwenang
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memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

— Menyatakan batal pemeriksaan Pengadilan Negeri Jayapura/Penga-
dilan tinggi Irian Jaya di Jayapura dalam perkara No. 22/Pdt/plw/
1984/PN.Ipr. yuncto No. 55/pdt/1984/PT.Jpr.;

Menghukum Termohon Kasasi akan membayar biaya perkara
baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat bandine maupun
yang jatuh tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan
sebanyak Rp. 20.000,— (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin, tanggal 11 Mei 1987 dengan R. Poerwoto
Soehadi Gandasoebrata, SH. Wakil Ketua sebagai Ketua, Prof. Z.
Asikin Kusumah Atmadja, SH. dan R. Djoko Soegianto, SH. sebagai
Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari
Selasa, Tanggal 30 Juni 1987 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri
oleh Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH. dan R. Djoko Soegianto,
SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Sumantri, SH. Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak,






